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ABSTRAK

Pada tahun 2018 penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia adalah pulau Jawa sebesar 58,61 persen dimana Pulau Jawa merupakan
pusat pertumbuhan. Faktanya ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan
rasio gini menunjukan nilai rasio gini tertinggi di Indonesia didominasi oleh wilayah-
wilayah di Pulau Jawa. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyebab dari
ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa dengan cara melihat hubungan
dan signifikansi dari variabel investasi, pendidikan, tingkat pengangguran, dan Upah
Minimum Provinsi terhadap rasio gini. Observasi penelitian sebanyak 6 provinsi di
Pulau Jawa pada tahun 2006-2018. Dengan teknik estimasi PLS (Panel Least
Squares), hasil menunjukan bahwa nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan positif dan signifikan
terhadap rasio gini di Pulau Jawa. Sedangkan nilai Tingkat Pengangguran terbuka
(TPT) dan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki hubungan positif dan tidak
signifikan terhadap rasio gini di Pulau Jawa. Namun nilai Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perkapita memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap rasio gini
di Pulau Jawa.

Kata kunci : Rasio Gini, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ketimpangan
Pendapatan



ABSTRACT

In 2018, the largest contributor to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) was
Java, which amounted to 58.61 percent where Java was the center of growth. The
fact that income inequality is measured using the Gini ratio shows that the value of
the highest Gini ratio in Indonesia is dominated by regions on Java. The research
objective is to find out the causes of income inequality that occurred in Java Island by
looking at the effects and significance of investment, education, unemployment, and
provincial minimum wages to the Gini ratio. Research observations were 6 provinces
in Java Island in 2006-2018. With the PLS estimation technique (Panel Least
Squares), the results show that the value of Domestic Investment and the Provincial
Minimum Wage value have a positive relationship and significant with the Gini ratio
in Java Island. While the value of the Open Unemployment Rate and the value of the
Angka Partisipasi Kasar (APK) has a positive relationship but not significant to the
ratio of the Gini on Java Island. However, the value of the per capita Gross Regional
Domestic Product (GRDP) has a negative relationship and significant to the Gini ratio
in Java Island.

Key Word : Gini Ratio, Domestic Investment, Income Inequality
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1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan
ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan
sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan
untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya.
Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional
(kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada (Jhingan, 2004).
Dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator dalam pertumbuhan
ekonomi dan ukuran keseluruhan dari total produksi ekonomi suatu negara. PDB
adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk tetap suatu negara baik barang

ataupun jasa (Mankiw, 2008).

Pada umumnya tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas harga
konstan atau disebut PDB Riil, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar
merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan pertumbuhan yang masih

mengandung kenaikan/penurunan harga.

Gambar 1. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, pada
tahun 2010-2016 di Indonesia. (juta rupiah)
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Pada gambar 1. Nilai PDB Riil Indonesia dari tahun 2010-2016 mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 4.6 juta rupiah setiap tahun.

Peningkatan PDB riil ini dapat diasumsikan bahwa pendapatan masyarakat
1



Indonesiapun mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan peningkatan PDB Riil juga
menunjukan bahwa tingkat daya beli masyarakat Indonesia yang terus meningkat.
Hal ini terlihat dari PDB perkapita Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi US$
3.927 atau sekitar Rp 56 juta per kapita per tahun di 2018. Angka tersebut naik
dibandingkan tahun 2017 Rp 51,9 juta dan 2016 Rp 47,9 juta (Laucereno, 2019).

Peningkatan PDB perkapita di Indonesia tidak diikuti oleh distribusi
pendapatan yang merata. Besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah masih
terlihat jelas. Pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran (Wealth),
daya beli (purchasing power parity), dan kemajuan pembangunan suatu negara
(Barro J. R., 2003). Ketika PDB perkapita suatu wilayah rendah maka tingkat

kemakmuran dan daya belinyapun akan rendah.

Gambar 2. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2000-
2013 di Indonesia per provinsi (tahun dasar 2010) (ribu rupiah).
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Pada gambar 2. menunjukan ketimpangan pendapatan antar daerah yang
tinggi, sebagai contoh pada tahun 2013 PDB riil perkapita tertinggi sebesar 477, 2
juta rupiah di DKI Jakarta sedangkan PDB riil perkapita terendah sebesar 3,6 juta
rupiah di Gorontalo, selisih 473,6 juta rupiah. Selisih ini menunjukan tingginya
ketimpangan antar daerah yang menunjukan daya beli masyarakat yang belum
merata yang dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang masih timpang. Data

menunjukan kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya
2



0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia dan
kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan
jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia)
(Indonesia Investments, 2018). Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan
di Indonesia yang tinggi. Lembaga berkaliber Credit Suisse, Oxfam, INDIF, Bank

Dunia telah mengumumkan ketimpangan Indonesia sangat darurat (Heikal, 2019).

Terpusatnya perekonomian di pulau-pulau tertentu menjadi kendala utama dalam
pemerataan pendapatan di Indonesia. Data BPS kuartal 2 tahun 2018 menunjukan
distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) di Jawa dan Sumatera juga mendominasi,
yakni 58,61 persen dan 21,54 persen sedangkan di Kalimantan sebesar 8,05 persen,
di Sulawesi sebesar 6,2 persen, di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,06 persen,
seeta Maluku dan Papua sebesar 2,54 persen (Movita, 2018). Namun pertumbuhan
ekonomi yang pesat di pulau Jawa menimbulkan ketimpangan tersendiri. Hal ini
terlihat dari data BPS tahun 2017 yang menunjukan 4 dari 7 provinsi dengan tingkat
ketimpangan yang tertinggi terdapat di Pulau Jawa yaitu DI Yogyakarta dengan
tingkat gini rasio sebesar 0,420 %, Jawa Barat dengan 0,413 % dan DKI Jakarta
sebesar 0,411 %, serta Jawa Timur sebesar 0,402% (Denny, 2018). Rasio gini ini
merupakan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesenjangan pendapatan dalam hal
ini dilihat dari tingkat PDRB perkapita di setiap wilayah khususnya di Pulau Jawa.

Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di
Pulau Jawa (Ribu Rupiah) (Harga Konstan 2010)
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Gambar 3. menunjukan bahwa PDRB perkapita setiap provinsi di pulau Jawa masih
timpang. Ketimpangan terlihat jelas pada tahun 2017 antara PDRB perkapita tertinggi
yaitu provinsi Dki Jakarta sebesar Rp 157.684.000 dengan PDRB perkapita provinsi
Di Yogyakarta sebesar Rp 24.534.000. Ketimpangan di Pulau Jawa ini menarik untuk

o



diteliti, dimana Pulau Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia

faktanya memiliki ketimpangan pendapatan atau rasio gini yang tinggi.

Tingginya rasio gini akan menimbulkan dampak yang negatif bagi
perekonomian khususnya di Pulau Jawa yang merupakan penopang perekonomian
Indonesia. Dampak negatif ini berupa kecemburuan sosial yang menimbulkan
ketegangan sosial dan kerusuhan rasial. Di sisi lain masih banyak orang miskin,
menganggur dan akhirnya tersingkir. Satu hal yang tidak disadari atau
ketimpangan menciptakan kecemburuan sosial yang terpendam di kalangan orang
miskin. Sebagian besar masyarakat yang menjadi responden Bank Dunia menilai
distribusi pendapatan “sangat tidak setara” dan mendesak pemerintah agar segera
mengatasi ketimpangan. Sebab dapat kita katakan, para penganggur sangat
mudah dipengaruhi karena tidak adanya kepastian finansial. Ketika penganggur ini
menyatukan kekuataannya, pemberontakan dan kerusuhan tak terhindarkan bakal
terjadi (Heikal, 2019). Hal ini yang membuat rasio gini di Pulau Jawa tidak dapat
dianggap remeh, apalagi Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi
dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun provinsi-provinsi di Pulau
Jawa memiliki nilai rasio gini tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Apabila rasio gini semakin tinggi yang diikuti kecemburan sosial maka Pulau Jawa
dengan jumlah penduduk yang banyak akan terjadi masalah dan perekonomian

akan terancam.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat rasio
gini di pulau Jawa melalui peningkatan pendidikan, peningkatan Upah Minimum
Provinsi (UMP), investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta
mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan PDRB
perkapita. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi
investasi di Pulau Jawa pada tahun 2016 sebesar Rp 80,7 triliun dengan menyerap
tenaga kerja sebanyak 180 ribu tenaga kerja. Pemerintah mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sehingga investasi meningkat dan
ketika investasi meningkat penyerapan tenaga kerja diharapkan akan lebih banyak.
Secara nasional pemerintah menargetkan pada tahun 2019, angka rasio gini turun
hingga 0,36 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Target ini dirasakan akan tercapai karena peningkatan investasi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dirasa efektif dilihat dari data BPS di kuartal I
tahun 2016, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen menurut pengeluaran ditopang oleh

konsumsi rumah tangga 2,70 persen, investasi swasta 1,30 persen, dan lainnya 1,02



persen. Upaya pemerintah dalam mencapai target ini adalah meningkatkan

pendidikan , menaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan investasi.

Data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) menunjukan
jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan,
dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka
Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85
tahun 2017 (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Hal ini dapat
diasumsikan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) akan meningkat. Artinya wilayah
tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang
sesungguhnya. Semakin tinggi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersekolah atau
terdidik maka produktifitas akan semakin tinggi sehingga terhindar dari masalah
pengangguran atau tingkat pengangguran akan turun. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) M. Hanif Dhakiri mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini disebakan karena
tren pendidikan yang meningkat pada tahun 2015, dimana TPT dengan jenjang
pendidikan SMK sebesar 12,65%, pada 2016 sebesar 11.11%, pada 2017 sebesar
11,41%, pada tahun 2018 menjadi 11,24%, angka ini relatif mengalami penurunan
(Detik.com, 2018). Pemerintah berencana menaikan kenaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019 mendatang hal ini bertujuan untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Secara garis besar diasumsikan, ketika
investasi mampu menyerap tenaga kerja, pendidikan dapat meningkatkan SDM, TPT
menurun dan UMP dapat meningkatkan daya beli, ini semua akan mampu
meningkatkan PDRB perkapita masyarakat secara merata sehingga mengurangi

rasio gini baik melalui penyerapan tenaga kerja, pendidikan, maupun daya beli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, pada tahun 2018
penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah
pulau Jawa sebesar 58,61 persen dimana Pulau Jawa merupakan pusat
pertumbuhan. Faktanya ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio
gini menunjukan bahwa nilai rasio gini tertinggi berada di wilayah-wilayah di Pulau

Jawa.



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki
tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan dan signifikansi dari variabel investasi,
pendidikan, tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto perkapita dan
Upah Minimum Provinsi terhadap rasio gini khususnya di Pulau Jawa pada tahun
2006-2018. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pembaca
mengenai pengaruh Investasi dan faktor lain yang terkait terhadap rasio gini di pulau
Jawa pada tahun 2006-2018. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan

wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai hubungan investasi dengan rasio gini.
1.4  Kerangka pemikiran

Gambar 4. Kerangka Pemikiran
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Ketimpangan pendapatan (rasio gini) merupakan masalah dalam penelitian
ini, dimana penelitian ini mencoba menganalisis masalah melalui investasi yaitu
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menganalisis seberapa besar pengaruh
PMDN terhadap rasio gini. Ketika adanya peningkatan PMDN maka akan terbukanya
lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja

yang besar maka masyarakat akan mampu memiliki kesempatan bekerja lebih besar
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dan akan mempunyai pendapatan sendiri sehingga ketimpangan pendapatan akan
turun, dan juga seberapa besar pengaruh faktor lain seperti pendidikan yang dilihat
dari peningkatan produktifitas manusia mampu mendapatkan penghasilan yang lebih

tinggi sehingga bisa menurunkan rasio gini.

Melalui pendidikan diharapkan masyarakat akan mampu memiliki
produktivitas yang tinggi sehingga mampu memperoleh penghasilan baik dari bekerja
maupun berbisnis, sehingga akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) dan tingkat rasio gini dapat ikut turun. Ketika jumlah Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) menurun maka orang yang bekerja lebih banyak artinya ketika
masyarakat yang awalnya mengangur dan tidak memiliki pendapatan lalu memiliki
pekerjaan dan memiliki pendapatan maka rasio gini akan menurun. Peningkatan
pendapatan melalui peningkatan UMP diharapkan akan menurunkan rasio gini.
Artinya ketika peningkatan pendapatan buruh atau karyawan menengah bawah
meningkat dan pendapatan masyarakat menengah keatas tidak maka dapat terjadi
pemerataan atau keseimbangan pendapatan yang berarti rasio gini menurun.
Peningkatan PDRB perkapita diharapkan akan membantu mendorong menurunkan
rasio gini. Ketika PDRB perkapita meningkat, artinya pendapatan rata-rata

masyarakat per orang dalam suatu daerah ikut meningkat dan rasio gini akan turun.
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